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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) BERDASARKANPERATURAN
MENTERI ATR/BPN NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

Agus Dhanang Purnomo
agusdhanangpurnomo@gmail.com
Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021. Meskipun target
pendaftaran tanah sebanyak 27.440 bidang, hanya 17.692 bidang yang berhasil
diterbitkan sertifikatnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi
kebijakan PTSL, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta
mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan
tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan
mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan informan, dan data
sekunder dari studi pustaka dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa implementasi PTSL dilaksanakan melalui 13 tahapan, namun beberapa
tahapan seperti perencanaan, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis,
serta penerbitan sertifikat masih belum berjalan dengan baik. Dalam analisis
implementasi kebijakan menurut Edward III, sumber daya dan disposisi dapat
dikatakan berhasil, sedangkan struktur birokrasi dan komunikasi masih belum
berhasil. Beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan PTSL adalah
pandemi Covid-19, tanda batas yang tidak terpasang seluruhnya, pemilik tanah
yang tidak berada di lokasi PTSL, tanah masyarakat yang berada dalam kawasan
hutan, dan masih dikenakannya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) terhutang. Faktor pendukung implementasi kebijakan PTSL adalah
optimalnya pembentukan tim panitia ajudikasi kantor pertanahan, pengumpulan
data fisik oleh KJSKB Muhammad Masykur dan Rekan, serta pengumpulan data
yuridis oleh Puldatan.

Kata Kuneci : Implementasi, PTSL, Kantor Pertanahan, tahapan



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF COMPLETE SYSTEMATIC LAND
REGISTRATION POLICY BASED ON THE MINISTRY OF AGRARIAN
AFFAIRS AND SPATIAL PLANNING/NATIONAL LAND AGENCY
REGULATION NUMBER 6/2018 ABOUT COMPLETE SYSTEMATIC
LAND REGISTRATION IN INDRAGIRI HILIR REGENCY

Agus Dhanang Purnomo
agusdhanangpurnomo@gmail.com
Graduate Studies Program
Indonesian Open University

This study focused on the implementation of the Complete Systematic Land
Registration (PTSL) Policy in the Indragiri Hilir Regency of Indonesia. The target
was to issue 27,440 land title certificates, but only 17,692 were realized, leaving a
difference of 9,748. The study used qualitative research methods and collected
primary data through interviews, secondary data through literature review, and
data from relevant agencies. The implementation of the PTSL policy was carried
out through 13 stages, including planning, counseling, physical data collection,
and juridical data collection. However, the issuance of land title certificates
encountered difficulties, while other stages were carried out successfully. The
study found that Resources and Dispositions variables were successful, but the
bureaucratic structure and communication still needed improvement according to
Edward III's four variables of policy implementation. The factors that influenced
the implementation included inhibiting factors such as the Covid-19 pandemic,
incomplete boundary markers, unlocated land owners, community land in a forest
area, the payment of Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB),
and the invalidity of administrative boundaries. Supporting factors included
optimal formation of five Adjudication Committee Teams, optimum PTSL PM
physical data collection carried out by KISKB Muhammad Masykur and Partners,
and optimum implementation of PTSL PM juridical data collection by Puldatan.
The study's findings suggest that improvements are needed in bureaucratic
structure and communication to increase the effectiveness of the PTSL policy
implementation in the Indragiri Hilir Regency.
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